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WALI KOTA BANJAR  

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN WALI KOTA  BANJAR 
NOMOR 19 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  

 
WALI KOTA BANJAR,  

Menimbang  : a. bahwa tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 

salah satunya berbentuk Pakaian Pakaian Dinas dan Atribut 
yang disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan 
mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan;  

b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Banjar 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  

Banjar, perlu mengatur pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4246); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);      

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

 



2 

 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5568); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2015 Nomor  58,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Banjar Nomor 15); 

13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar 
Tahun 2017 Nomor 5);  
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Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS DAN 

ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH.  

 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.  

2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

4. Ketua dan Wakil Ketua DPRD, yang selanjunya disebut 

Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjar.  

5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan 
keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah 

mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

6. Pakaian dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas 
kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD.  

7. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota 

DPRD. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Banjar.  
 

 
 

BAB II 

JENIS DAN JUMLAH PAKAIAN DINAS  
BESERTA ATRIBUT 

 

Pasal 2 

(1) Pakaian dinas Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas : 

a. pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 

setahun; 

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 

setahun; 

c. pakaian sipil lengkap 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) periode 
masa bakti; 

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) 
pasang dalam setahun; dan  

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) 
pasang dalam setahun. 
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(2) Atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas : 

a. Pin lambang daerah; 

b. Kartu identitas dan name tag; dan 

c. Papan nama. 

(3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan  1 

(satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti, berbahan emas 
dengan berat : 

a. 10 (sepuluh) gram untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD; 
dan  

b. 8,5 (delapan koma lima) gram untuk Anggota DPRD. 

(4) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c 

disediakan  1 (satu) kali setahun. 

 
 

BAB III 

STANDAR HARGA  
 

Pasal 3 

(1) Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan 

mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan. 

(2) Standar harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Standar Biaya 
Masukan.  

 

BAB IV 
PENGADAAN  

 

Pasal 4 

Pengadaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan anggota 

DPRD dilakukan melalui pengadaan barang/jasa Sekretariat 
DPRD. 

 
Pasal 5 

Anggaran pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD 
yang dianggarkan pada Sekretariat DPRD Kota Banjar.  
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP  
 

Pasal 6 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Banjar. 

 

 
 
 

 
Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 16 Agustus 2017  
 
WALI KOTA BANJAR, 

 
 

 
ADE UU SUKAESIH 
 

 
 
 

 
Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 16 Agustus 2017  
 
PELAKSANA TUGAS  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 
 

 
  
 

  YUYUNG MULYA SUNGKAWA 
 
 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 19  


